BABI
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1.1 Latar Belakang

Tantangan serta tuntutan global untuk mendorong percepatan pembangunan
ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya memajukan
kesejahteraan masyarakat.! Hubungan antara satu negara dengan negara yang lain
telah semakin berkembang. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan hubungan
antar warga negara. Ketika warga suatu negara berinteraksi dengan warga negara
negara lain, maka akan muncul hubungan keperdataan.

Dalam situasi masyarakat dunia yang demikian, instrumen hukum perjanjian
internasional menjadi suatu hal yang sakral. Melalui perjanjian internasional, baik
negara yang mendaftar maupun negara yang akan berpartisipasi nantinya, dapat
membuat norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan
antar negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin
meningkat, intensitasnya semakin kuat, dan materinya menjadi lebih kompleks.”

Pemerintah Indonesia dapat mengikatkan diri pada suatu perjanjian
internasional dengan berbagai cara, salah satunya dengan aksesi. Diharapkan
suatu perjanjian internasional akan menjadi hukum positif yang berlaku di
Indonesia ketika perjanjian tersebut berlaku bagi Indonesia.’ Pada tanggal 5
Januari 2021, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia telah resmi bergabung dalam
konvensi internasional tentang Apostille.

Keikutsertaan Indonesia dalam Apostille Convention penting karena
merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lalu

lintas internasional yang semakin meningkat. Kemudahan berusaha sebagai
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sebuah subjek utama dalam pembangunan ekonomi harus didorong melalui
berbagai aspek prosedur administrasi, salah satunya adalah penghapusan
persyaratan legalisasi dokumen publik asing.

Praktik legalisasi dokumen publik asing atau dokumen publik yang akan
digunakan di luar negeri, meskipun aplikasinya telah digunakan, tetap masih
membutuhkan banyak waktu dan biaya. * Selain itu, kendala lain dalam
penggunaan dokumen publik adalah bahwa dokumen publik yang telah dilegalisir
oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak serta merta dapat diterima
secara langsung, melainkan harus melalui proses legislasi kembali sesuai dengan
prosedur formal dari negara yang dituju.

Panjangnya proses legalisasi dokumen publik menggunakan proses
konvensional terkadang membingungkan dan terkesan berbelit, terutama jika
menyangkut legalisasi terhadap dokumen hukum, seperti akta cerai, surat kuasa,
atau surat lain yang berkaitan dengan kasus perdata.’ Pada umumnya dokumen
publik yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh negara tidak memerlukan sebuah
verifikasi sumber dokumen tersebut dikeluarkan jika digunakan di negara
tersebut.

Salah satu hambatan dalam penyebaran hukum perdata dalam bisnis
internasional adalah digunakannya dokumen yang berasal dari luar negeri untuk
digunakan di dalam negeri atau sebaliknya dokumen dalam negeri akan digunakan
di luar negeri untuk dijadikan alat bukti otentik, maka diperlukan legalisasi
berantai atas dokumen-dokumen tersebut untuk digunakan diadakan.

Sebagai contoh dapat disebutkan ketika ada perkara perdata di Pengadilan
Negeri Depok dimana salah satu pihak, misalnya tergugat berdomisili di luar
negeri dan menguasakan perkaranya kepada seorang pengacara di Depok. Dalam
hal ini pihak klien (orang asing) yang berada di luar negeri itu tidak dapat

langsung menandatangani dokumen surat kuasa yang dikirimkan kepadanya oleh
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pengacara di Depok dan mengirimkannya kembali kepada pengacaranya di Depok
untuk dapat berlaku di Pengadilan di Depok.

Dokumen Surat Kuasa itu harus ditandatangani di hadapan notaris (Notary
Public), di mana si klien tinggal atau berdomisili. Kemudian tanda tangan notaris
tersebut harus dilegalisir oleh Kementerian Kehakiman Negara tersebut,
kemudian dokumen (Surat Kuasa) itu diserahkan kepada Kementerian Luar
Negeri dari negara yang bersangkutan yang melegalisir tanda tangan resmi
Pejabat Kementerian Kehakiman tersebut.

Kemudian setelah surat kuasa itu dikirim ke Kedutaan atau Konsulat
Republik Indonesia di negara bersangkutan untuk sekali lagi dilegalisir oleh
Kedutaan atau Konsulat Republik Indonesia bersangkutan. Baru setelah lengkap
itu dokumen (surat kuasa) dikembalikan kepada Pengacara klien di Depok dengan
penuh cap dan tanda tangan legalisasi dari instansi bersangkutan untuk dapat
diajukan ke Pengadilan Negeri di Depok.°

Legalisasi harus dilakukan oleh notaris publik yang berprofesi sebagai orang
yang bertanggung jawab untuk dapat melakukannya, atau menyetujui dan
menandatanganinya sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian
yang sempurna.’ Kehadiran Apostille menambah peranan notaris sebagai pejabat
umum penyelenggara negara dalam bidang hukum.

Penelitian mengenai Konvensi Apostille, telah dilakukan oleh beberapa
peneliti sebelumnya antara lain: Penelitian pertama, Thesis/disertasi berjudul
“Reformasi Praktik Kenotariatan di Indonesia dalam Perspektif Konvensi-
konvensi Internasional” oleh Bambang Hartoyo.® Penelitian ini membahas tentang
pentingnya Indonesia sebagai peserta Konvensi Apostille.

Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat penolakan legalisasi Apostille
yang berasal dari sesama negara peserta Apostille Convention di luar negeri. Perlu

penegasan kembali tentang peran perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) bagi
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legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri. Masih perlu sosialisasi
legalisasi Apostille secara lebih luas. Indonesia perlu terus mengembangkan
pelaksanaan legalisasi Apostille menuju E-Apostille. Peraturan Presiden RI Nomor
2 Tahun 2021 perlu ditindaklanjuti dengan ratifikasi menjadi Undang-Undang.

Penelitian kedua, Jurnal berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi
Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille” oleh Reza Ria
Nanda, Rouli Anita Velentina. ° Penelitian ini berfokus pada menganalisis
kebijakan Konvensi Apostille di Indonesia dan tanggungjawab notaris dalam
proses legalisasi dokumen. Peran Notaris dalam suatu pengaturan legalisasi,
berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang untuk dapat mengesahkan tanda
tangan dan melegalisasi dokumen yang berkaitan dengan masyarakat asing yang
membutuhkan legalisasi terhadap dokumen yang akan dikirimkan dari negaranya
ke negara lain.

Sesuai penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan diatas, maka tipe
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan
penelitian ini untuk menganalisis kebijakan Apostille Convention di Indonesia dan
tanggung jawab Notaris dalam proses legalisasi dokumen.

Peranan Notaris masih diperlukan untuk melegalisasi beberapa dokumen
yang akan dipergunakan untuk dokumen publik asing. Adanya Konvensi Apostille
ini bertujuan untuk dapat mempermudah proses pengesahan dari keaslian tanda
tangan para pihak yang dilakukan di hadapan notaris. Kewenangan yang
terlaksana oleh penandatangan dokumen, pembubuhan cap, dan tanda pengenal
segel diatas akta merupakan bagian dari penambahan sertifikat yang sebagaimana
telah dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun
2019. Konvensi Apostille telah menghapus, menyederhanakan atau

menghilangkan legalisasi atas pemrosesan dokumen publik.
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Penelitian ketiga, Jurnal berjudul “Juridical Analysis of the Authenticity of
Notary Deed after Apostille is Implemented in Indonesia” oleh Unggul Basoeky.10
Penelitian ini berfokus pada Implementasi Akta Notaris dengan dengan tetap
menjaga keaslian sebagai akta ontetik dengan kualitas pembuktian yang sempurna
setelah konvensi Apostille diterapkan di Indonesia. Dalam artikel ini dibahas,
bahwa Apostille dapat diterapkan untuk akta notaris dengan tetap
mempertahankan keasliannya sebagai akta otentik dengan kualitas pembuktian
yang sempurna.

Artikel ini menyimpulkan, pertama, dengan diadopsi dan diterapkannya
sistem Apostille di Indonesia, maka rantai formalitas penerbitan akta notaris perlu
didesain ulang dan disesuaikan dengan ketentuan konvensi Apostille dengan
pendekatan dan cara baru untuk mengubah proses penerbitan akta notaris yang
lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan di era globalisasi dan elektronik. Kedua,
Untuk dapat menerapkan Apostille pada akta notaris sehingga terpenuhi keaslian
akta tersebut, maka perlu dibedakan antara penerapan secara konvensional dan
elektronik dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting Apostille yang antara
lain meliputi, proses Apostille, efek Apostille, dan otoritas yang berwenang.
Proses Apostille berlangsung dalam beberapa tahapan, yaitu Request-Verification-
Issuance-Recording.

Penelitian keempat, Jurnal berjudul “Urgensi dan Tantangan Indonesia dalam
Aksesi Konvensi Apostille” oleh Ahmad Haris Junaidi.'' Penelitian ini berfokus
pada konvensi Apostille terlihat tidak hanya dari bagaimana kebutuhan
masyarakat akan legalisasi baik untuk kepentingan ekonomi maupun non
ekonomi, tetapi juga dari bagaimana kesiapan lembaga negara sebagai pelaksana
pemerintahan dalam menjalankannya. Dalam artikel ini dibahas, bahwa urgensi
Indonesia dalam melakukan aksesi terhadap konvensi Apostille terlihat tidak

hanya dari bagaimana kebutuhan masyarakat akan legalisasi baik untuk
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kepentingan ekonomi dan non ekonomi, tetapi juga dari bagaimana kesiapan
lembaga negara sebagai pelaksana pemerintahan untuk mengimplementasikannya.

Artikel ini menyimpulkan, pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusaia dan Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga yang berwenang dalam
melakukan legalisasi bagi dokumen publik Indonesia untuk digunakan di luar
negeri telah menunjukkan kesiapannya sebagai Competent Authority yang
kompeten dalam menciptakan sebuah sistem legalisasi yang berbasis teknologi
informasi. Kedua, untuk tantangan yang dihadapi dalam melakukan aksesi baik
berupa legislasi (pembentukan peraturan perundang-undagan), Competent
Authority dan juga validasi atas dokumen publik, hal ini dapat diselesaikan
dengan menggunakan pola koordinasi yang sinergis dengan lebih mengutamakan
kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral (lembaga atau kementerian).

Dari keempat penelitian di atas, fokus kajian Tesis terletak pada konsep
konvensi Apostille dalam aspek kedaulatan. Penelitian tesis ini berbeda dengan
penelitian terdahulu dengan fokus kajian terletak pada substansi kedaulatan yang
diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 terhadap legalisasi dokumen publik.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penting dan layak
untuk dijadikan dalam karya ilmiah berupa penelitian tesis dengan judul “ASPEK
KEDAULATAN PEMBERLAKUAN KONVENSI APOSTILLE PADA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
6 TAHUN 2022 (ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM LEGALISASI
DOKUMEN PUBLIK APOSTILLE)”

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep konvensi Apostille dalam aspek kedaulatan?

2. Bagaimana substansi kedaulatan yang diatur dalam Peraturan Kementerian
Hukum dan Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 terhadap legalisasi
dokumen publik?
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1.5

Tujuan Penelitian

Tesis ini dibuat untuk :

Mengetahui bagaimana konsep konvensi Apostille dalam aspek kedaulatan.
Mengetahui bagaimana substansi kedaulatan yang diatur dalam Peraturan
Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 terhadap

legalisasi dokumen public.

Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah
pengetahuan kepada pembaca tentang konsep konvensi Apostille dalam aspek
kedaulatan dan substansi kedaulatan yang diatur dalam Peraturan
Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 terhadap
legalisasi dokumen publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna
pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum kenotariatan pada
khususnya serta sebagai salah satu syarat kelulusan Program Magister

Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian di dalam tesis ini adalah dapat diperolehnya
informasi, ilmu serta wawasan penelitian mengenai konsep konvensi
Apostille dalam aspek kedaulatan dan substansi kedaulatan yang diatur dalam
Peraturan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022

terhadap legalisasi dokumen publik.

Kerangka Konsep

Secara konsep kerangka teori dapat dipersepsikan sama dengan kerangka

teoritis atau kerangka berpikir. Kerangka konsep adalah suatu uraian dan

visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel-

variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.



Penulis dalam kerangka teori memberikan batasan-batasan dalam pengertian yang

digunakan dalam tesis ini sebagai berikut:

1.

1.6

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak
itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan
oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang
sama dengan waktu penandatanganan itu.

Dokumen Publik adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap

dan/atau segel resmi.

Metode Penelitian
1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah pendekatan historis
(historical approach), yaitu mengkaji secara historis tentang pengembangan
hukum, perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, memahami
filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, memahami perubahan dan
perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut dan berguna

untuk kerangka pelacakan sejaran lembaga hukum dari waktu ke waktu.'?

1.6.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum eksploratori
(exploratory legal study), yaitu penelitian hukum yang bersifat mendasar dan
bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data tentang hal-hal

yang belum diketahui melalui metode wawancara.
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1.6.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied
law research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan
melihat hal-hal nyata yang terjadi di lapangan dan berdasarkan analisis
fungsi hukum dalam masyarakat. Untuk data penelitian yang digunakan dalam
tesis ini meliputi data primer dan data sekunder.
a. Data primer
Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam tesis
ini, peneliti memilih metode wawancara. Wawancara digunakan sebagai
metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan penelitian
pendahuluan untuk mengetahui hal-hal yang perlu dianalisis dan peneliti
ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam terutama yang
respondenya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan untuk tesis ini dengan
pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
serta kantor Notaris yang melakukan legalisasi dokumen publik sesuai
Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2022.
b. Data sekunder
Adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau
subjek penelitian. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah :
1. Bahan Hukum Primer
a. Konvensi Den Haag Tahun 1961 (Convention Abolishing The
Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents)
b. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 huruf a Undang Undang Jabatan
Notaris Nomor 2 Tahun 2014
a. “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Notaris berwenang pula:
mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;”



C.

10

Berdasarkan Butir D Poin 77 Peraturan Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2029 tentang Panduan Umum
Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
“Legalisasi Dokumen adalah layanan untuk mengesahkan tanda
tangan pejabat dan/atau pengesahan stempel resmi yang tertera
dalam dokumen yang dimohonkan, yang dilakukan berdasarkan
pencocokan tanda tangan dan/atau stempel dengan spesimen.”
Berdasarkan Butir D Poin 78 Peraturan Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2029 tentang Panduan Umum
Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
“Isi dokumen yang dilegalisasi dan penggunaan dokumen hasil
legalisasi tidak menjadi tanggung jawab instant yang melakukan
legalisasi.”
Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Luar Negeri
Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen
“Legalisasi Dokumen yang selanjutnya disebut Legalisasi adalah
serangkaian proses untuk mengesahkan tanda tangan pejabat yang
berwenang, stiker, dan/atau stempel resmi dalam dokumen yang
dimohonkan berdasarkan verifikasi tanda tangan, stiker, dan/atau
stempel dengan spesimen.”
Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor
13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen
“Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan
terhadap Dokumen yang terdiri atas:
1. Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia, dan akan
digunakan di luar wilayah Indonesia;
2. Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau
diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di
wilayah Indonesia, clan akan digunakan di Wilayah Indonesia;

atau
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3. Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang
berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di
luar wilayah Indonesia.”

. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi

Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementrian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

“Legalisasi Tanda Tangan Pejabat yang selanjutnya disebut

Legalisasi adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan

Pejabat dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan

pencocokan tanda tangan dan/atau stempel dengan spesimen.”

. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi

Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementrian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

“Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Dokumen yang diterbitkan di dalam negeri dan akan
dipergunakan di luar negeri; atau

2. Dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan

dipergunakan di dalam negeri.”

i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan

Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For
Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan
Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen
Publik

. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 tentang Daftar
Jenis Dokumen Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen

Publik
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2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data
publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks hukum, termasuk
skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum serta jurnal-
jurnal hukum yang berkenaan dengan judul makalah. Selain itu,
termasuk pula ke dalam bahan-bahan hukum sekunder berupa seminar,
ceramah, ataupun kuliah. Kemudian dilanjutkan dengan data primer

sebagai pendukung.

1.7 Sistematika Penelitian

Tesis ini dibagi dalam lima bab. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam
memahami isi artikel. Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari
latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kerangka teori, data penelitian dan sistematika penulisan. Kemudian bab kedua
tentang tinjauan kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-
batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan
apa yang relevan dan yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam
penelitiannya, atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang
mendasari penelitan tersebut dilakukan. Selanjutnya bab ketiga berisi tentang
konsep konvensi Apostille dalam aspek kedaulatan. Bab keempat berisi tentang
substansi kedaulatan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Asasi
Manusia Nomor 6 Tahun 2022 terhadap legalisasi dokumen publik. Selanjutnya,

bab Kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

1.8 Perbandingan Penelitian

Tabel 1
Perbandingan Penelitian
No Judul Jenis Perbedaan Rumusan Masalah
1 | Reformasi Thesis/disertasi Membahas tentang 1. Bagaimana peran
Praktik pentingnya Indonesia sebagai
Kenotariatan di Indonesia sebagai peserta Konvensi
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No Judul Jenis Perbedaan Rumusan Masalah
Indonesia dalam peserta Konvensi Apostille ?
Perspektif Apostille Kendala apa saja
Konvensi- yang masih terdapat
konvensi dalam pelaksanaan
Internasional legalisasi Apostille ?

2 | Tanggung Jawab | Jurnal USM Law | Menganalisis Bagaimana ratifikasi

Notaris Dalam

Review Vol 5 No

kebijakan Konvensi

legalisasi dokumen

Legalisasi 1 Tahun 2022 Apostille di publik asing dikaji
Dokumen Warga Indonesia dan dalam Apostille
Negara Asing tanggungjawab Convention di
Menurut Notaris dalam Indonesia ?
Konvensi proses legalisasi Bagaimana batas
Apostille dokumen tanggung jawab
Notaris publik dalam
proses legalisasi
dokumen pasca
kebijakan Apostille
Convention 2021?

3 | Juridical Budapest Membahas tentang Bagaimana
Analysis of the International Implementasi Akta Apostille dapat
Authenticity of Research and Notaris dengan diimplementasikan
Notary Deed Critics Institute- dengan tetap untuk akta notaris
after Apostille is | Journal (BIRCI- menjaga keaslian dengan tetap
Implemented in Journal) Volume sebagai akta ontetik menjaga keaslian
Indonesia 4, No 2, May 2021 | dengan kualitas sebagai akta

pembuktian yang otentik?

sempurna setelah Bagaimana

konvensi Apostille menerapkan

diterapkan di Apostille dalam akta

Indonesia notaris agar keaslian
akta tetap terpenuhi?

4 | Urgensi dan Jurnal Membahas tentang Bagaimana urgensi
Tantangan Rechtsvinding konvensi Apostille Indonesia dalam

Indonesia dalam
Aksesi Konvensi

Apostlle

Media Pembinaan

Hukum Nasional

terlihat tidak hanya
dari bagaimana
kebutuhan

mengaksesi
konvensi Apostille?

Apa tantangan yang
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No Judul Jenis Perbedaan Rumusan Masalah
masyarakat akan dihadapi Indonesia
legalisasi baik untuk dalam melakukan
kepentingan aksesi konvensi
ekonomi maupun Apostille?
non ekonomi, tetapi
juga dari bagaimana
kesiapan lembaga
negara sebagai
pelaksana
pemerintahan dalam
menjalankannya.

5 | Aspek Tesis Membahas tentang Bagaimana konsep
Kedaulatan konsep konvensi konvensi Apostille

Pemberlakuan
Konvensi
Apostille Pada
Peraturan
Menteri Hukum
Dan Hak Asasi
Manusia Nomor
6 Tahun 2022:
Analisis Peran
Notaris Dalam
Legalisasi
Dokumen Publik
Apostille

Apostille aspek
kedaulatan dan
substansi kedaulatan
yang diatur dalam
Peraturan
Kementerian
Hukum dan Asasi
Manusia Nomor 6
Tahun 2022
terhadap legalisasi

dokumen publik

dalam aspek
kedaulatan?
Bagaimana substansi
kedaulatan yang
diatur dalam
Peraturan
Kementerian Hukum
dan Asasi Manusia
Nomor 6 Tahun
2022 terhadap
legalisasi dokumen
publik?




